
PELAYARAN
NASIONAL
INOONESIA

PERJANJIAN XERJA SAMA

ANTARA

KEMEIYTERIAN PERHUBUT{GAN REPUBLIK IITDOIYESIA

DAN

PE}TERINTAH PROVINSI LAMPUI{G

DEITGAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSEROI

PT. PELAYARAN NASIOI{AL INDOITESIA

TENTANG

PEI{YELENGGARAAN TEMPAT ISOLASI TERPUSAT TERHADAP PENANGANAIT
PASIEN DEI{GAN XASUS KOIIIFIRMASI TANPA GEJAL/I/ASIMPTOMATIK

COVID.19 PN)A KAPIIL MOTOR LAINT
DI PELITBUIIAN PANJAI{G

I[omor : HK2OLl2lLAlDJPLl2O2l
ilomor : Q/ -rr i /VI.OE lIiII(l2O2l
Nomor:l,r.uJ.2u- 02/ 55 / 202I

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Rlbu Dua Puluh

Satu (2O-O8-2O211 bertempat di Jakarta atau lokasi maslag-oaslng kami yang

bertanda tangan dibawah ini:

I. R. AGUS H. PURNOMO Jabatan Dlrektur Jeaderal

Perhubungaa Laut berdasarkan

Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 120/TPA Tahun

2017 tentang Pengangkatan

sebagai Direktur Jenderal

Perhubungan Laut Kementerian

Perhubungan bertindak selaku

Kuasa Pengguna Anggaran Satuan

Kela Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut berdasarkan
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II. ARINAL DJUNAIDI

III. INSAN PURWARISYA L. TOBING

Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor

173/PMK.O2/2013 tentang Tata

Cara Penyediaan, Pencairan, dan

PertangS:ngjawaban Dana

Penyelenggaran Kewajiban

Pelayanan Publik Bidang Angkutan

Laut Untuk Penumpang Kelas

Ekonomi, bertindak untuk dan atas

nama Kementerian Perhubungan

Republlk ladouesla, yang

berkedudukan di Jl. Medan

Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta

10110, selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA.-----

Jabatan Guberaur Lampung dalam

hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pemerlntah Proviasi

Lamputtg, berdasarkan surat

Keputusan Presiden Nomor 49/P/
Tahun 2019 tentang Pengesahan

Pengangkatan Cubernur dan Wakil

Gubernur Lampung masa jabatan

2Ol9-2O24 yang berkedudukan di

Jl. Wolter Monginsidi No.69,

Talang, Kec. Telukberung Selatan,

Provinsi Lampung, selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA

Jabatan Dlrektur Utaaa,
berdasarkan Akta Pendirian

Perusahaan Perseroan (Persero) PT.

Pelayaran Nasional Indonesia

Nomor 3l Tanggal 30 Oktober

1975 yang dibuat dihadapan

Notaris Soeleman Ardjasasmita,

S.H., di Jakarta dan terakhir
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diubah dengan Akta Nomor 1O

tanggal 19 Desember 2OO9 juncto

Akta Nomor 2 tanggal

11 September 2OO9, keduanya

dibuat dihadapan Raden Mas

Soedarto Soenarto, S.H., SpN,

Notaris di Jakana sebagaimana

disetujui berdasarkan Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor AHU-

23622.AH.O1.O2 Tahun 2OO9

tanggai 28 Mei 2009, juncto Akta

Nomor lO tanggal 2a Mei 2O2l

yang dibuat dihadapan lda

Adiningsih, S.H., Notaris di

Jakarta, bertindak untuk dan atas

nama Perusahaan Perseroaa

lPercerol Pf. Pelayaran l{esionel

Indoaesla, yang berkedudukan di

Jl. Gajah Mada Nomor 14 Jakarta

Pusat, sclanjutnya disebut PIIIAK

KETIGA.-------

PIHAK PERTAMA, PIHAK K,EDUA, dan PIHAK KETIGA. dalam hal ini secara

bersama-sama dapat disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut

PIHAX, terlebih dahulu menjelaskan bahwa dengan memperhatikan :

a. bahwa PIHAI( PERT/IIIA adalah Kementerian Perhubungan yang dalam hal ini

diwakili oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang memberikan

persetujuan atas pelaksanaan PortstoA KM LAWIT daiam penyelenggaraan

Kewajiban Pelayanan Publik/R.blic Seruire Obligation (PSO) Bidang Angkutan

I-aut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi TA 2021, untuk dipergunakan daLam

rangka mendukung Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap

Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik

COVID-19 Pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang, berdasarkan penugasan dari

Menteri Perhubungan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KM 187 Tahun 2021 tentang Perubahan tas Keputusan Menteri Perhubungan
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Nomor KM 302 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan

(Persero) Pl Pelaya-ran Nasional indonesia untuk Menyelenggarakan Kewajiban

Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun

Anggaran 2O2l;

b. bahwa PIHAK XEDUA adalah Pemerintah Provinsi Lampung, beracla di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negen, yang menyelenggarakan

tugas, fungsi dan wewenang Pemerintahan di wilayah Provinsi lampung, serta

bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap

Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfrrmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik

COVID-19 Pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang, berdasarkan rekomendasi

dari Kementerian Kesehatan tentang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan;

c. bahwa PIIIAI( XTTIGA adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran

Nasional Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara selaku pemilik KM LAWIT

yang memperoleh:

1) penugasan dari Menteri Pcrhubungan sesuai dcngan Kcputusan Mcntcn

Perhubungan Nomor KM 187 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 302 Tahun 2O2O tentang

Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional

Indonesia untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang

Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021 : dan

2) persetujuan dari PIIIAK PERTAMA atas pelaksanaan Portstau KM LAWIT

mitik PIHAK KETIGA dalam penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan

Publik/Public Seruice Obligalrbn (PSO) Bidang Angkutan Laut Untuk
Penumpang Kelas Ekonomi TA 2021, untuk dipergunakan dalam rangka

mendukung Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan

Pasien Dengan Kasus Konhrmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID- 19

Pada KM I-AWIT di Pelabuhan Panjang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAX setuju dan sepakat

untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama tentang

Penyelenggaraan Tempat Isolasi Tcrpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan

Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID- 19 pada KM LAWIT di
Pelabuhan Panjang (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :
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PASAL 1

DASAR HUKI'M

Dasar dibuatnya Perjanjian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 109 Tahun

2017 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas

Ekonomi:

8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM I Tahun 2019

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan

Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi;
g. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 2 Tahun 2019

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor PM l0 Tahun 2027 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan

yang diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan

Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Kerjasama Daerah dengan Daerah l,ain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak

Ketiga;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2Ol9
(covrD-19);

12. Keputusar: Presidcn Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) sebagai Bencana Nasional;

13. Peraturan Daerah Provnsi Lampung Nomor 3 Tahun 202O tentang Adaptasi

Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Pengendalian Corona Virus Disease 2Ol9:
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14. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 3O2 Tahun
2O2O tentang Penugasan Kepada Perusa]1aan Perseroan (Persero) FT

Pelayaran Nasional Indonesia untuk Menyelenggarakan Kewajiban
Pelayanan Pttbljk / t\tblic Service Obhgation (PSO) Bidang Angkutan taut
Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggararl 2O2 1, sebagaimana tel,ah

diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 187 Tahun 2O21

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor KM 3O2 Tahun 2O2O tentarrg Penugasan Kepada

Perusahaan Perseroan (Perserol PI Pelayaran Nasional Indonesia untuk
Menyelenggarakan Kewaj iban Pelayanai Publik / Public Seruice O blig ation
(PSO) Bidang Angkutan Laut Penurnpang Kelas Ekonorni Tahun Anggaran
202r;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.O 1.O7lMENKES/413/2O2O tentang Pedoman Pencegahal Dan
Pengendalian Coronauirus Disease 2019 (COVID- 19);

16. Keputusan Gubernur l,ampung Nomor G/ 116/8.0l/}lK/2O21 tentang
Pembentukan'fim Kerja Sama Daerah Provinsi Lampung;

17. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/256 /V-Oz /}fK/2O21 tentang
Satuan Tugas Pena"nganan Corona Vints lli-seo,se 2019 (COVID-l9) Provinsi
Lampung;

14. Perjanjian antara Direl<torat Jenderal Perhubungan I-aut Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia dengan Perusatraan Perseroan (Persero) Pf
Pelayaran Nasional Indonesia Nomor }{K.2O1/ l/4/DJPL/2O21 dan
TH.O1.1a- O1/SS/2O2f Tanggal 18 Januari 2027 teratang Penyelenggaraan
Kewajiban Pelayanarr Ptblik/ I\tblic Sertrice Obligation (PSO) Bidang
Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Ar^gg.aran 2O2Li

19. Adendum Perjanjian antara Direkorat Jenderal Perhubungan l,aut
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Pelayara-rr Nasional Indonesia Nomor
I{K.2O|/ l/4/DJPL/2021 dan TH.O1.18- Or/SS/2021 Tanggal 18 Januari
2O2 1 tentang Penyelenggaraal Kewajiban Pelayalan Plublik/ Public Service
Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun
AIrggaraIr 2027;

2O. Surat Gubernur [a.mpung Nomor: 44O /2591/V.O2 /2o21 tanggal t4 Juli
2O2 l Periha-l Permofronan Perrlinjaman Kapal;

21. Surat Direktur Jenderal Perh.ubungan Laut Nomor :

AL.2OL / 1/ 1a/DJPL/2O21 tanggal tl Agustus 2O2t l]:al pelaksanaan port
Stcy KM T AWIT di Pelabuhan Paljang;



PASAL 2

KETENTUAI{ UMUM

Da,lam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

l. Coror.a Vlrus Dlsease 2Or9 selanjutnya disingkat COVID-l9 adalah penyakit

menular yang disebabkan oleh Seuere Acute Respiratorg Sgndrome Coronouirus 2

(SARS-CoV-2);

2. Paslea deagaa kasus tonfirmasi tanpa gejela/estmptomatlk adalah

seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan

dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR namun tanpa disertai

gejala/asimptomatik, tidak termasuk pasien dengan kondisi kehamilen atermi

3. Kapal Motor LIIWIT selanjutnya disingkat KM LAWIT adalah Kapal Penumpang

milik PIHAIT XETIGA yang digunakan sebagai tempat isolasi Terpusat terhadap

penanganan pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala/asimptomatik

COVID-19 di Pelabuhan Panjang;

4. AIat Pellndung Dlrl selanjutnya disingkat APD adalah alat yang berfungsi

untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan dimana fungsinya mengisolasi

tubuh dari bahaya virus COVID-l9 dengan Tingkat Perlindungan yang sesuai

dengan standar;

5. Zoaa, H{lau adalah wilayah pada KM LAWIT yang memiliki risiko paparan

rendah dan dapat diakses oleh Awak Kapal dan petugas lainnya berdasarkan

penugasan dari PIHAX XTDUA dan PIHAK KETIGA;

6. Tana Kuatng adalah wilayah pada KM LAWT yang memiliki risiko paparan

sedang dan hanya dapat diakses oleh tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga

pendukung lainnya jika dibutuhkan berdasarkan penugasan dari PIHAK

KEDUA dan PIHAX KEIIGA:
7 . ?,one Merah adalah wilayah pada KM LAWIT yang memiliki risiko paparan tinggi

dan diperuntukkan bagi pasien isolasi serta dilarang dan hanya dapat diakses

oleh PIHAK I(EDUA dan PIHAK I(ETIGA;

8. Portstag adalah Kapal, Na-khoda dan Anak Buah Kapal yang menunggu di
Pelabuhan atau berlabuh di wilayah Perairan Pelabuhan, dikarenakan

berhentinya penyeienggaraan Kewajiban Pelayanan publik/public Seruice

Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun
Anggaran 2021, sebagai dampak dari adanya kebijakan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian

COVID- 19 yang ditetapkan Pemerintah.
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PASAL 3

MAKSUD DAIf TUJUAIT

[1) Maksud dari Perjanjian ini adala]r :

a. sebagai pengaturan atas tindak lanjut persetujuan atas pelaksanaan
Portstag KM I-AWIT dalam Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan
Publik/ Pu blic Seruice obligutiort (PSO) Bidang Angkutan Laut Untuk
Penumpang Kelas Ekonoml TA 2021, untuk dipergunakan dalam rangka
rnendukung ftnyelenggaraan Tbmpat Isolasi Terpusat Tcrtradap
Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfrrmasi Tanpa Gejala/Asirnptomatik
COVID- 19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjalg dari PIIIAI( PERTAUA
kepada PIHAII KTTIGA berdasarkan Surat Direktur Jenderal
Perhrrbungatr [,aut Nomor : A1,.2O7 / 1 / \$/D.IPL/2O21 tanggal ll Agustua
2O2l }{al Pelaksanaan PorT StaA KM LAWIT di Pelabuhan Paljang, dan
berdasarkan surat permohonan PIIIAI( I(EDUA kepada PIIIAI( PERTAUA
melalui Surat Gubernur l,ampung Nomor: 44O/2591/Y.O2/2O21 tangga.l

14 J]'j'.li 2021 Perihal Perrnohonan Perninjaman Kapal;

b. sebagai kesepakat-an hukum berdasarkan itjkad baik PARA PIIIAI( yang
mendasari Kerja sa;na dengan kedudukan masing-masing pihah yaitu :

1) PIIfAI( PERTAUA berkedudukan sebagai pihak yang memberikan
persetujuan kepada PIEAI( KETIGA atas pelaksanaan
PartstaA KM LAWIT dalam Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan
PrJbnk/ Public Seruice obligation (PSO) BidaIIg Angkutan Laut Untuk
Penumpang Kelas Ekonoml TA 2O2L, untuk dipergunakan dalam
rangka mendukung Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap
Penangararl Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa
Gejala/Asirnptomatik COVID-f 9 pada KM I-AWIT di Pelabuhan Parrjang,

dalam hal ini PIHAI( PERTAUA dan PIHAN KETIGA sebelurn
diterbitkannya Pedanjian ini tela-tr merniliki keterikatan hukum dalam
suatu Perjanjian antara Direktorat Jendera-I Perhubungan Laut
Ktment€f1an Peqhubulrg4n Republik Indonesia dengan Peluqahqqn
Perseroan (Persero) Pf Pelayaran Nasional Indonesia Nomor
IfK.2OI / l/4/DJPL/2021 dan TH.O 1. 18-O 1,/SS/2O21 Tanggal l8
Jaluari 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban pelayanan

PublJ'k / htblic Seruice Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut
ftnumpang Kelas Ekonomi Tal.un Anggaran 2O2t beserta Addendurn
termasuk di dalamnya p€ngaturan mengenai pelaksanaan portstag di
pelabuhan, yang diatur secara terpisah dari pe{anjian ini.

2J PIHAI( I(EDUA sebagai Pemerintah provinsi Lampung berkedudukal
sebagai Pernotron untuk dijadikannya KM LAWIT sebagai
F)enl/elenggaraan
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tempat isolasi Skala Propinsi terhadap penanganan pasien dengan kasus

konfirmasi tanpa gejala/asimptomatik COVID-l9 pada I(M LAWIT di

Pelabuhan Panjang, dalam hal ini PIHAK KEDUA memiliki kewajiban

meminta persetujuan kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan KM

LAWIT dikarenakan sebelum diterbitkannya Pe{anjian ini, PIHAK

PERTAIIA memiliki keterikatan hukum dalam suatu PerJanjian antara

Direktorat Jenderal Perhubungan l,aut Kementerian Perhubungan Repubiik

Indonesia dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional

Indonesia Nomor HK.2O1/ 1/4IDJPL/2021 dan TH.01.18-01/SS/2021

Tanggal 18 Janr:ari 2021 tentang Penvelenggaraan Kewajiban Pelayanan

Fublik/ltrbiic Serube Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang

Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 202 I beserta Addendum.

3) PIHAX KETIGA sebagai Badan Usaha Milik Negara selaku pemilik

KM L,AWIT yang memperoleh:

a) pcnuElasan dari Menteri Pcrhubungan sesuai dengan l(eputusan

Menteri Perhubungan Nomor KM 182 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 302 Tahun 2020

tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Pelayaran Nasional Indonesia untuk Menyelenggarakan Kewajiban

Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi

Tahun Anggaran 2O2l;

b) Perjanjian antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian

Perhubungan Republik Indonesia dengan Perusahaan Perseroan

(Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor

HK.2O1/1/4/DJPI,/2021 dan TH.01.18-01/SS/2021 Tanggal l8
Januari 2O2l tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan

Publik/Rrblic Seruire Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut
Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2O2i beserta Addendum;

dan

c) persetujuan dari PIHAX PERTAMA atas pelaksan aal portstatJ

KM LAWIT dalam penyelenggaraan Kewajiban Pelavanan publik/fub|rc

Serube Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut Untuk penumpang

Kelas Ekonomi TA 2021, untuk dipergunakan dalam rangka
mendukung Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap
Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa
Gejala/Asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di pelabuhan paniangl

Kerja Sama sebagaimana diaturSelanjutnya, PARA PIHAX sepakat melakukan
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dalam Perjanjian ini sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan

Perjanjian ini dapat dijalankan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan

perundang-undangan.

(2) T\rjuan dari Perjanjian ini adalah:

a. Untuk menciptakan tertib hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap

kerjasama diantara PARA PIHAI( dalam Penyelenggaraan Tempat Isolasi

Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa

Gejala/Asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;

b. Unruk mengatur hubungan hukum antara PARA PIHAX dengan pengaturan

sebagaimana diatur dalam Pe{anjian ini serta wajib ditaati oleh PARA

PIHAX dalam Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terharlap

Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik

COVID-I9 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;

c. Mendorong terciptanya sinergi strategis PARA PIHAI( dalam

Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien

Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-19 pada KM

I-AWIT di Pelabuhan Panjang;

d. Untuk mengantisipasi konsekuensi hukum yang mungkin te{adi di
kemudian hari apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan Pe{anjian

sehingga PIHAr yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e. Sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi pelaksanaan dalam

Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien

Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-i9 pada KM

LAWIT di Pelabuhan Panjang.

PASAL 4

RUAIYG LIXGKI'P

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat
Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konlirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik
COVID-l9 pada KM I-AWIT di Pelabuhan Panjang, meliputi:
a. Tanggung jawab PARA PIHAX;

b. Hak dan kewajiban PARA PIHAK;

c. Monitoring dan Evaluasi;

d. Pembiayaan;

e. Tata klinis pasien;

f. Jangka waktu.

A rI
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PASAL 5

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAI( PERTAMA bertanggungjawab untuk :

a. memastikan Perjanjian ini dilaksanakan atas dasar kesepakatan PARA

PIHAK sebagaimana dengan adanya persetujuan dari PIHAX PERTAMA

kepada PIHAX KETIGA atas pelaksanaan PortstaA KM LAWIT da-lam

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/Pr-rblic Serube Obligotion (PSOI

Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi TA 2021, untuk

dipergunakan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Tempat Isolasi

Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa

Gejala/Asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;

b. memastikan Pe{anjian ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-

undangan;

c. memberikan persetujuan atau pertimbangan lainnya terhadap

permohonan/ usulan yang cliajukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK

KETIGA kepada PIHAK PERTAMA;

d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian;

e. memberikan saran-saran perbaikan keiasama dan rekomendasi kepada

PARA PIHAK;

f. fasilitator antara PIHAK XEDUA dan PIHAK KETIGA dalam memenuhi hak

dan kewajiban agar ditaati sesuai dengan kesepakatan.

(2) PIHAX KEDUA bertanggungjawab untuk:

a. melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
terhadap komponen biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Pe{anjian, dalam hal penyediaan:

1. tenaga kesehatan (Nakes) yang mendapatkan surat penugasan dari

Rumah Sakit Pengampu setempat, termasuk insentif tenaga kesehatan;

2. alat kesehatan dan obat-obatan serta kebutuhan dalam keadaan

darurat Pasien COVID-19;

3. APD sesuai standar zonasi dalam Manajemen Penanganan COVID-l9

bagi Awak Kapa1. Tenaga Pengamanan dan mitra PIHAK XETIGA

untuk mendukung pelaksanaan operasional diatas kapal selama KM

LAWIT digunakan;

4. kebutuhan Reagen PCR serta Vitamin bagi Pasien, Tenaga Kesehatan

(nakes), Awak Kapal, Tenaga Pengamanan dan mitra pIHAK I{ETIGA
untuk rnendukung pelaksanaan operasional diatas kapal selama KM

LAWIT digunakan;

Y
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5. apabila terdapat gejala dan hasil reaktif melalui Antigen Test maka

akan dilanjutkan dengan PCR Test termasuk kontak rractng bagi

Tenaga Kesehatan (nakes), Awak Kapal, Tenaga Pengamanan dan mitra

PIHAI( XETIGA untuk mendukung pelaksanaan operasional diatas

kapal selama KM LAWIT digunalan; dan

6. pemasangan partisi dan HEPA lilter;

b. melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB) terhadap komponen biaya sebagaimana tercantum dalam l,ampiran

Perjanjian, dalam ha1:

1. konsumsi antara lain: untuk pasien, tenaga kesehatan (nakes), Awak

Kapal, petugas ftenaga keamanan dan mitra PIIIAK KETIGA untuk

mendukung pelaksanaan operasional di atas kapal selama KM LAWIT

digunakan;

2. penanganan limbah medis;

3. petugas layanan dan kebersihan untuk Zonasi Penanganan COVID-l9

pada KM LAWIT;

4. laundry Pasien; dan

5. disinfektan kapal.

(3) PIHAI( KETIGA bertanggungjawab untuk menyediakan :

a. nakhoda, anak buah kapal termasuk Mitra untuk zona hijau Awak Kapal;

b. fasilitas tcmpat tidur dan kasur dengan desain physical distancing, tidok
termasuk bantai, sprei, dan selimut;

c. fasilitas tempat tidur pasien dengan total 419 (empat ratus sembilan belas)

tempat tidur tersedia di Deck 3, 4, dan 5 ruang ekonomi, Kelas I dan Kelas 2,

dengan pemisahan berdasarkan jenis kelamin;

d. fasilitas tempat tidur tenaga kesehatan dengan total 18 (delapan belas) tempat

tidur tersedia di Deck 5 dengan memiliki toilet tersendiri dan terpisah dengan

toilet pasien;

e. fasilitas umum berupa ruangan dengan pendingin ruangan, Kamera

Pengawas di 32 Titik, TV Publik, Air Panas, Deck 6 sebagai atea jogging, Top

Deck untuk area berjemur, olahraga, dan Poliklinik.

PASAL 5

HAI( DAN KEWA'IBAIT

(1) PIHAX PERTAMA mempunyai Hak :

a. memberikan saran-saran perbaikan kerjasama dan rekomendasi kepada
PARA PIHAX;

T4
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b. menerima laporan pelaksanaan Perjanjian dari PIHAK KEDUA dan PIHAK
KETIGA setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

(2) PIHAI( PERTAUA mempunyai Kewajiban :

a. memberikan persetujuan kepada PIHAK KETIGA sebagai tindak lanjut atas

permohonan/usulan dari PIHAI( KEDUA yang telah disetujui:

b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian kepada

PIHAX I{EDUA dan PIHAK I(ETIGA;

c. sebagai fasilitator antara PIHAK KTDUA dan PIHAK KETIGA, dalam

memenuhi hak dan kewajiban agar ditaati dan tidak dilanggar masing-masing

PIHAK.

(3) PIHAI( I{EDUA mempunyai Hak :

a. memperoleh persetujuan dari PIHAK PERTAMA sebagai tindak lanjut atas

permohonan/usulan dari PIHAK KTDUA yang telah disetujui;

b. menerima fasilitas tempat tidur pasien, tempat tidllr Tenaga Kesehatan

(nakes) dan fasilitas umum yang tersedia diatas kapal;

c. memperoleh informasi dari PIHAX KETIGA untuk mendukung pelaksanaan

teknis operasional dalam penyelenggaraan tempat isolasi apung terhadap

penanganan pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala/asimptomatik

COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;

d. mengatur naik turunnva pasien dan logistik selama KM LAWIT digunaka-n;

e. mendapatkan kembali perangkat pendukung yang disediakan oleh PIHAK

I(EDUA pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang setelah Perjanjian ini berakhir.

(4) PIHAX KEDUA mempunyai Kewajiban :

a. menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada PIHAX PERTAMA

yang disertai pertimbangan untuk meminta persetujuan telkait dengan

penggunaan KM LAWIT sebagai tempat isolasi apung Skala Propinsi terhadap

penangan€rn pasien dengan kasus konfrrmasi tanpa gejala/asimptomatik

COVID- 19 Skala Propinsi;

b. berkoordinasi dengan PIHAK KETIGA terkait dengan rencana maupun teknis
pelaksanaan dalam penyeienggaraan tempat isolasi apung terhadap
penanganan pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala/asimptomatik

COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;

c. berkoordinasi dengan PARA PIHAK dan pihak lainnya apabila diperlukan,
untuk mendukung pelaksanaan dalam penyelenggaraan tempat isolasi apung

fPardf I
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terhadap penanganan pasien dengan kasus konfrrmasi tanpa

gejala/asimptomatik COVID- 19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;

d. melakukan pendataan fasilitas layanan dan layanan kesehatan yang

disediakan PIHAX KTDUA untuk disampaikan kepada PIHAK KETIGA c.q.

Nakhoda KM LAWIT:

e. melakukan pendataan terhadap setiap Tenaga Kesehatan (nakes) yang

direncanakan naik maupun turun dari atas kapal secara terjadwal untuk

disampaikan kepada PIHAK I(ETIGA c.q. Nakhoda KM LAWIT;

f. melakukan pendataan terhadap setiap pasien yang direncanakan naik ke atas

kapal yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR dan

menunjukkan bahwa pasien tersebut tanpa disertai gejaia/asimptomatik

untuk disampaikan kepada PIHAX I(ETICA c.q. Nakhoda KM LAWIT;

g. melakukan pendataan terhadap setiap pasien yang direncanakan turun dari

atas kapal secara periodik dan disampaikan kepada PIHAK KE?IGA c.q.

Nakhoda KM LAWIT:

h. merawat dan menjaga kebersihan ruang-mang kapal yang dilakukan oleh

Petugas Layanan dan Kebersihan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;

i. merawat Awak Kapal dan Petugas lainnya jika pada saat bertugas diatas

kapal terkonfirmasi positif COVID-19 sampai dengan dinyatakan sembuh;

j. menyampaikan laporan in entaris /alat-alat yang disediakan PIHAK XEDUA

baik yang naik maupun yang akan diturunkan dari atas kapal kcpada PIHAX

XETIGA c.q. Nakhoda KM LAWIT;

k. menyampaikan kegiatan pemasang€rn inventaris/ alat-alat yang disediakan
PIHAK KTDUA setelah memperoleh persetujuan dari PIHAK KETIGA atau
wakil yang ditunjuk oleh PIHAK XETIGA c.q. Nakhoda KM LAWIT;

l. menyediakan:
1) konsumsi antara lain untuk Pasien, Tenaga Kesehatan (nakes), Awak

Kapal, Tenaga Pengamanan dan mitra PIHAN KETIGA untuk mendukung
pelaksanaan operasional selama KM LAWIT digunakan;

2) APD sesuai standar zonasi dalam Manajemen penanganan COVID-l9 bagi
Awak Kapal, Tenaga Pengamanan, dan mitra pIHAK KETIGA untuk
mendukung pelaksanaan operasional diatas kapa.l;

3) penanganan limbah medis;

4) tenaga kesehatan (nakes);

5) tenaga Keamanan;

6) petugas Layanan dan Kebersihan untuk zonasi penanganan COVID-t9
pada KM LAWIT;



7) laundry Pasien;

8) partisi dan HEPA Filter;

9) kebutuhan Reagen PCR serta Vitamin bagi Tenaga Kesehatan (nakes),

Awak Kapal, Tenaga Pengamanan dan mitra PIHAX KETIGA untuk

mendukr-rng pelaksanaan operasional diatas kapal selama KM LAWIT

digunakan;

lo)apabila terdapat gejala dan hasil reaktif melalui Antigen Test maka akan

dilanjutkan dengan PCR Test termasuk kontak tracing bagi Tenaga

Kesehatan (nakes), Awak Kapal, Tenaga Pengamanan dan mitra PIHAX

KETIGA untuk mendukung pelaksanaan operasional diatas kapal selama

KM Lq.WIT digunakan;

11)disinfektan Kapal.

m. menurunkan inventaris /alat-alat yang disediakan PIHAX I(EDUA selambat-
lambatnya dalam 3x24 jam setelah jangka waktu Perjanjian berakhir;

n. melakukan pemtrongkaran, pemeliharaan, perbaikan dan pengembalian

kondisi semula jika terjadi kerusakan bagian kapal pada saat pemasangan

dan pelepasan inventaris/alat-alat yang disediakan PIHAK KEDUA, yang

dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam;

o. menyampaikan laporan berkala kepada PIHAK I(ETIGA atas

penyelenggaraan tempat isolasi apung terhadap penanganan pasien dengan

kasus konfrrmasi tanpa gejala/asimptomatik COVID-l9 pada KM LAWIT di
Pclabuhan Panjang.

p. melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan ke seluruh ruangan
pada KM I,AWIT dalam jangka waktu 3x24 jarn setelah selesainya Perjanjian;
dan

q. menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA
setelah berakhimya jangka waktu Pedanjian.

(5) PIHAX KETIGA mempunyai Hak :

a. memperoleh persetujuan secara tertulis dari PIHAX PERTAMA berdasarkan

surat usulan PIHAI( KEDUA yang telah disetujui, atas pelaksanaan PortstaA

KM LAWIT dalam penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Pubhkl publb Serube

Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi TA

2O2i, untuk dipergunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan

Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan pasien Dengan Kasus

Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID- 19 pada KM LAWIT di
Pelabuhan Panjang;

b. meminta arahan dari
Penyelenggaraan Tempat
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Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-19 pada KM

LAWIT di Pelabuhan Panjang;

c. menerapkan protokol kesehatan dalam Penyelengg€rraan Tempat Isolasi

Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa

Gejala/Asimptomatik COVID-i9 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;

d. memperoleh konsumsi, Alat Pelindung Diri (APD) level I bagi Awak Kapal

yang bertugas di zona hijau atau pada level yang sesuai zona tempat

bertugas, kebutuhan Antigen Test dan/ atau PCR Test serta vitamin selama

kapal miiik PIIIAK KETIGA digunakan;

e. menerima data/ilformasi terkait dengan Fasilitas Layanan, Lavanan

Kesehatan, Tenaga Kesehatan (nakes) dan pasien yang naik maupun turun

dari atas kapal disertai dengan dokumen pendukungnya;

f. berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait dengan rencana maupun teknis

pelaksanaan dalam penyelenggaraan tempat isolasi apung terhadap

penanganan pasien dengan kasus konfirmasi tanpa ge.jala / asimptomatik

CO\{D-19 pada KM I,AWIT di Pelabuhan Panjang;

g. berkoordinasi dengan PARA PIHAI( dan pihak lainnya apabila diperlukan,

untuk mendukung pelaksanaan dalam penyelenggaraan tempat isolasi apung

terhadap penanganan pasien dengan kasus konfirmasi tanpa

gejala/asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang;

h. mcnerima data fasilitas layanan dan layanan kesehatan yang discdiakan

PIHAI( HEDUA untuk disampaikan kepada PIHAK KETIGA c.q. Nakhoda KM

LAWIT;

i. menerima data terhadap setiap Tenaga Kesehatan (nakes) yang direncanakan

naik maupun turun dari atas kapal secara terjadwal untuk disampaikan

kepada PIHAK KETIGA c.q. Nakhoda KM LAWIT;

j. menerirna data terhadap setiap pasien yang direncanakan naik ke atas kapal
yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium RT-pCR dan
menunjukkan bahwa pasien tersebut tanpa disertai gejala/asimptomatik
untuk disampaikan kepada PIHAK KETIGA c.q. Nakhoda KM LAWIT;

k. menerima data terhadap setiap pasien yang direncanakan turun dari atas
kapal secara periodik dan disampaikan kepada PIHAK KETIGA c.q. Nakhoda
KM LAMT;

l. memastikan tersedianya oleh PIHAK I(EDUA kepada pItIAK KETIGA:
1) konsumsi antara lain untuk Pasien, Tenaga Kesehatan (nakes), Awak

Kapal, Tenaga Pengamanan dan mitra PIHAI( KETIGA untuk mendukung
pelaksanaan operasional selama KM LAWII. digunakan;

r
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2) APD sesuai standar zonasi dalam Manajemen Penanganan COVID-19 bagi

Awak Kapal, Tenaga Pengamanan, dan mitra PIHAK KBIIGA untuk

mendukung pelaksanaan operasional diatas kapal;

3) penanganan limbah medis;

4) tenaga kesehatan (nakes);

5) tenaga Keamanan;

6) petugas Layanan dan Kebersihan untuk zonasi penanganan COVID-l9

pada KM LAWIT;

7) laundry Pasien;

8) partisi dan HEPA Filter;

9) kebutuhan Reagen PCR serta Vitamin bagi Tenaga Kesehatan (nakes),

Awak Kapal, Tenaga Pengamanan dan mitra PIHAX KETIGA untuk

mendukung pelaksanaan operasional diatas kapal selama KM T AWIT

digunakan;

lO)apabila terdapat gc.iala dan hasil rcaktif melalui Antigen Test maka akan

dilanjutkan dengan PCR Test termasuk kontak tracjng bagi Tenaga

Kesehatan (nakes), Awak Kapal, Tenaga Pengamanan dan mitra PIHAK

KETIGA untuk mendukung pelaksanaan operasional diatas kapal selama

KM LAWIT digunakan;

1 1)disinfektan Kapal.

m. menerima laporan inventaris/ alat-alat yang disediakan PIHAK XEDUA baik
yang naik maupun yang akan diturunkan dari atas kapal, kepada PIHAK
KETIGA c.q. Kepala Cabang PT. PELNI (Persero) Tanjung Priok atau Nakhoda
KM LAWT;

n. menerima laporan diturunkannya inventaris/ alat-alat yang disediakan PIHAK
KTDUA selambat-lambatnya dalam 3x24 jam setelah jangka u,aktu Perjanjian
telah berakhir;

o. memastikan pembongkaran, pemeliharaan, perbaikan dan pengembalian

kondisi semula jika terjadi kerusakan bagian kapal pada saat pemasangan

dan pelepasan inventaris/alat-alat yang disediakan PIHAK KEDUA, yang
dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam;

p. menerima laporan berkala dari PIHAK KEDUA atas penyelenggaraan tempat
isolasi apung terhadap penanganan pasien dengan kasus konfirmasi tanpa
gejala/asimptomatik COVID-19 pada KM LAWIT di pelabuhan panjang.

q. memastikan pelaksanaan penyemprotan dengan cairan disinfektan ke
seluruh ruangan pada KM LAWIT datam jangka waktu 3x24 jam oleh PIHAK
KEDUA setelah selesainya Perjanjian;
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r. menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA

setelah berakhirnya jangka waktu Pedanjian.

(6) PIHAX KETIGA mempunyai Kewajiban :

a. menyediakan Nakhoda, Anak Buah Kapal dan Mitra PIHAK KETIGA untuk
zona hijau Awak Kapal;

b. menyediakan Mitra PIHAI( XETIGA untuk kebersihan pada ruang Nakhoda

dan Anak Buah Kapal maupun bagian-bagian kapal pada zona hijau;

c. menyediakan fasilitas tempat tidur dan kasur dengan desain phgsical

distancing, tidak termasuk bantal, sprei, dan selimut;

d. menyediakan fasilitas tempat tidur pasien dengan total 419 (empat ratus

sembilan belas) tempat tidur tersedia di Deck 3, 4, dan 5 ruang ekonomi,

Kelas I dan Kelas 2, dengan pemisahan berdasarkan jenis kelamin;

e. fasilitas tempat tidur tenaga kesehatan dengan total 18 (delapan belas)

tempat tidur tersedia di Deck 5 dengan memiliki toilet tersendiri dan

terpisah dengan toilet pasien;

f. fasilitas umum berupa ruangan dengan pendingin nrangan, Kamera

Pengawas di 32 Titik, TV Publik, Air Palas, Deck 6 sebaga\ area jogging,

Top Deck untuk area berjemur, olahraga, dan Poliklinik;

g. menyediakan layanan a-kses data internet yang memadai;

h. menyediakan pemantauan melalui sarana CCTV untuk keamanan Pasien

isolasi sciama bcrada diatas kapal, Untuk maksud dan kepentingan tersebut

PIHAN KEDUA dapat diberikan akses remote terbatas pada NVR CCTV

dimaksud;

i. menyediakan layanan entertainment melalui televisi kepada Pasien isolasi

selama berada diatas kapal. Untuk maksud tersebut PIHAX KETIGA

mengizinkan PIHAK XEDUA menyiarkan layanan edukatif melalui sarana

dan prasarana milik PIIIAK KTTIGA;
j. dalam ha1 diperlukan, PIHIK fiBTIGA memberikan izin kepada PIHAK

KEDUA melakukan penambahan media tayang untuk kepentingan Pasien

isolasi atas biaya PIIIAK KEDUA;

k. dalam hal dibutuhkan. PIHAX KETICA memberikan izin kepada PIHAK

NEDUA melakukan penambahan perangkat pendukung guna peningkatan

kualitas telekomunikasi, komunikasi, data, intemet dan audio visual kepada

Pasien isolasi atas biaya PIHAK KEDUA;

l. dalam hal dibutuhkan PIHAK KETIGA memberikan izin kepada PIHAT(

KEDUA melakukan penambahan fasilitas hiburan dan olahraga kepada

Pasien isolasi atas biaya

Paraf I :.......
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m menyampaikan l,aporan pelaksanaan Pe{anjian kepada PIIIAII PTRTAMA

setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

PASAI, T

UOIYITORIIYG DAIY TVALUASI

Pemantauan dan eva,luasi Penyelenggaraal Tempat Isol,asi Terpusat Terhadap

Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfrrmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik COVID-

19 pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang yartg dilakukan oleh PARA PIHAK berupa:

a. Apabila diperlukan, PARA PIHAI( dapat membentuk Tim untuk melaksanakan

kegiatanpemantauan dan evaluasi sesuai kebutuhan dengan kegiatan:

1. Kunjungan onboard pad.a KM LAWIT;

2. Koordinasi dan meminta arahan dari PIHAIT PERTAUA.

b. Tindak l,anjut hasil pemantauan dan evaluasi oleh PARA PIIIAX.

PASAL E

PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Portstaq KM LAWIT sebagaimana

diatur Pedanjian antara Direktorat Jenderal Perhubungan [.€.ut Kementerian

Perhubungan Republik Indonesia dengan Perusa-lman Perseroan (Persero) PT

Pel,ayaran Nasional Indonesia Nomor: HK.2O1/ l/4/DJPL/2021, Nomor:

TH.0 1. 18-O 1 /SS / 2O2l tanggal 18 Januari 2O2l tentatg Penyelenggaraan

Kewajiban Pelayanan Publik/ Publrc Seruice Obligofion (PSO) Bidang Angkutan

Laut Penumpang Kel,as Ekonomi Tahun Anggaran 2021, beserta Addendum,

menjadi tanggungiawab PIHAI( PERTAilA;

(2) Segala biaya yang timbul dari Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat

Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa

Gejatra/Asimptomatik COVID-l9 Pada KM LAWIT di Pelabuhan Panjang sesuai

dengan ruang lingkup Perjanjian yang merupakan tanggungiawab pARA pIHAX

berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai denga-n kewenangan masing-

masing PARA PIHAN, yang diatur melalui perjanjian tersendiri atau prosedur
yang disepakati, dengan komponen biaya sebagaimana tercantum dalam
lampiran Perjanjian ini.
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PASAL 9

TATA KLINIS PASIEN

(1) Apabila pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala/asimptomatik COVID-19

diatas kapal pada kondisi tertentu mengalami gejala sedang dan berat, maka

PIHAK IIEDUA wajib untuk segera menurunkannya dan merujuk ke rumah

sakit;

(2) Apabila terdapat pasien yang meninggal dunia pada saat sedang melakukan

Isolasi Mandiri pada KM LAWIT, maka PIHAK KTDUA bertanggung jawab

terhadap pemulasaran jenazah setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas

Penanganan COVID- 19 Daerah.

PASAL 1()

JANGXA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender

terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAI( dan dapat diperpanjang

atas permohonan PIHAK KEDUA yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Apabila PIHAX KEDUA bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu

Pe{anjian ini, maka PIIIAI( KEDUA wajib menyampaikan permohonan secara

terrulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum jangka waktu

Perjanjian berakhir kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan.

PASAL 11

XEADAAIT XAHAR (FORCE MAJDI]RE)

(1) Dalam hal Force Majeure, pihak yang mengalami Keadaan Darurat harus segera

memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambatJambatnya 3 X

24 jam setelah hari pertama Keadaan Darurat tersebut disertai dengan bukti
atau keterangan resmi instansi berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya

yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi Force Mojeure

tersebut. Atas pemberitahuan dimaksud, PIHAX yang diberi tahu dapat

menolak atau menyetujui Force Majeure secara tertulis selambat-lambatnya

dalam waktu 3 X 24 jam sejak menerima pemberitahuan dimaksud.
(2) Apabila terjadr lbrce Majeure, maka PIHAK yang mengalaminya wajib

melakukan usaha- usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal
untuk menanggulangi dan/ atau mengurangi dampak yang merugikan.

(3) Dalam keadaan Force Majeure Nakhoda melaksanakan kewenangan khusus
untuk menyelamatkan nyawa, Kapal dan Asetnya

rParaf 1 : ......4 Paraf 3 20,-./fr



(4) Dalam keadaan Force Majeure, maka PARA PIHAX dapat merundingkan kembali

mengenai penyelesaiannya dan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIIIAN

(1) Apabila tedadi perselisihan sehubungan dengan Kontrak ini, maka PARA PIHAI(

sepakat untuk menyelesaikan hal tersebut dengan cara musyawarah untuk

mencapai mufakat.

(2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai kata sepakat

maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai

dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 13

KERAIIASIAAN

(1) Semua laporan, data dan dokumen lainnya yang terkait dengan Kerja sama yang

dihimpun atau disusun selama berlangsungnya pelaksanaan Kerja sanra yang

bersifat RAHASIA tidak dapat diungkapkan kepada pihak lain tanpa

persetujuan PARA PIHAI(.

(2) Apabila salah satu PIHAK ingin mengungkapkan data dan informasi dari PIHAK

lain atas hasil yang diperoleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Pe{anjian ini,

PIHAK yang akan mengungkapkan rahasia wajib menclapatkan persetujuan

tertulis dalam bentuk pe{anjian non-di-sclosure dari PIIIAK lain sebelum

pembukaan informasi dan data tersebut.

(3) Kerahasiaan yang dimaksud dalam ayat (1) tidak merupakan sesuatu yang

melanggar aturan perundang undangan dan/atau ketentuan hukum yang

berlaku di Indonesia. Serta sifat dari Kerahasiaan tersebut harus ditandai

dengan adanya pemberitahuan secara tertulis dari PARA PIHAI( yang

berkepentingan.

(4) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau
diputusnya Perjanjian Kerja sama karena sebab apapun juga.

PASAL 14

PEMUTUSAN PER.'/UTJIAI{

(l) PARA PIHAN sepakat Pe{'anjian ini dinyatakan secara otomatis berakhir
apabila:

a. PARA PIHAK tidak memperpanjang Perjanjian ini;

h ra
,**r Paral 3 21Paraf I :



b. Terdapat ketentuan Perundang-undangan dan/ atau Kebijakan Pemerintah/

Perusahaan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Peg'anjian ini;

c. PIHAK KTTIGA dinyatakan Pailit atau bangkrut berdasarkan keputusan

hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

d. PIHAK KETIGA dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang.

(2) PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Perjanjian

dalarn hal PIHAIT XEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (41 Perjanjian ini.

(3) Untuk tujuan pengakhiran Pedanjian sebagaimana diatur dal,am Pasal ini, PARA

PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata sejauh yang menyangkut diperlukannya

keputusan hakim atau pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan

Pe{anjian.

PASAL 15

KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang

wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan pe{anjian ini

hanrs dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui

aiamat dan nomor telepon sebagai berikut :

I. PIHAX PERTAMA:

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Cq Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut

Alamat : Gd. Karya Lt. 20 Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta

10110

No telepon : -

II. PIHAN XEDUA :

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No.69, Talang, Kec. Telukbetung Selatan,
Provinsi Lampung

No telepon : -
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III. PIHAR KETIGA :

Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) Pl Pelayaran Nasional

Indonesia

Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 14 Jakarta hrsat

No telepon : (021) 6334342 Ext. 1539

PASAL 15

AI)DENDUM

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Tambahan/Addendum atas

Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam Pe{anjian ini apabila terjadi perubahan-perubahan, maka akan

dilakukan dalam bentuk Perjanjian Tambahan/Addendum dan dilakukan

sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.

b. Perjanjian Tambahan/Addendum sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya

dapat dibuat berdasarkan persetujuan PARA PIHAI( dan merupakan satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 17

LAIN - LAIN

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang - undangan atau kebijakan

pemerintah atau keputusan badan peradilan atau arbitase atau karena alasan

apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan da-lam perjanjian ini menjadi atau

dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka PARA

PIHAN setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah,

mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan perjanjian ini mempunyai

kesamaan dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan sebagai tidak sah, tidak
mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, hal mana akan ditetapkan atas
persetujuan PARA PIHAX.

rParal 1 :
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PASAL 18

PENUTUP

Demikian Pe{anjian ini dibuat di Jakarta daa di lotasl aasiag-masing pada hari

dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermeterai

cukup dan disampaikan kepada PIHAX PERTAMA 1 (satu) rangkap, PIHAK KEDUA

I (satu) rangkap dan PIHAI( KETIGA I (satu) rangkap, memiliki kekuatan hukum

yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

olhll\ren^l *t PERI{ll8ut{call uul

:KI,DUA,l,

bungan Laut

PIIIAX KETIGA,

INSAN PURWARISYA L.TOBING

DJUNAIDI
Gubernur Lampung

Direktur Utama
PI. PELNI (Persero)

d+
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LAMPIRAN

xompotren Biaya yang distapkan Kementerian Kesehatan

ITEM KETERANGAN

Catatan:
APD: Pengadaan sudah diserahkan ke Rumah Sakit Pengampu di daerah, sementara
Kementerian Kesehatan Pusat membackup dengan buffer stock

Komponen Biaya dan Fasilitas yang dislapkan PT PELNI

No ITEM

Paraf 1 :.....n Paraf 2

r

No

1
Biaya APD Nakes, Creu.r
Kapal, d,an Pengamanan

o Baju Hazmat
o Gloue Panjang
o Google tufefu
o Masker Evo Pusmed

2
Biaya Intensif Tenaga
Kesehatan

(Dokter Spesialis, Dokter Umum, Perawat, Bidan,
dan Nakes lainnya)
Perlu surat penugasan dari Rumah Sakit
Pengampu setempat

3 Reagen PCR

4
Biaya Perawatan, Obat,
dan Vitamin untuk Pasien

Armada

Biaya yang ditanggung PSO Pelni adalah:
. Crew Kapal (hanya ABK inti, proses rolling setiap 2

minggu sekali, termasuk biaya pedalanan dinas
o Biaya sandar, berlayar, bbm, listrik, air bersih, dan

fasilitas (tidak termasuk makan pasien isoter)
Fasilitas yang disediakan

Fasilltar Utama:
. Tempat tidur untuk pasien Wanita dan Pria
. Tempat tidur untuk Nakes
. Poliklinik

Fesllltar Lalanya:
. Ruangan AC
. CCTV
o TV Pt-rblik
o Air Panas
c nrea joggirtg

Iop Deck untuk area beriemur dan olahraga

No
1

2

Iika diperlukan)

KETERANGAN
SDM

ITEM
Te Kesehatan
Biaya Operasional Lab
di luar Re PCR Kapas, Alkohol, dll

Kesehatan

Pinjaman Peralatan
Klinik

Pelatihan Tenaga
Kesehatan

4

Mobilisasi dan
Penugasan Tenaga
Kesehatan Derah

tor, oximeter (sebagian besar sudah ada di

Biaya Transportasi Nakes ke tempat Isoter kapal PELNI

Pasien Moni
Rumah Sakit Daerah

S, caraf 3 .)q

Komponen Blaya yang dleiapkan Pemerlatah Daerah

1.

3.

5.



Komporen Biaya yang disiapkan BNPB

NTE ,t PERTAMA, A,I w$ o

c2t

t s
!

t

ttu

o
t *

A (
al +

AIDI
ur Lampung

Bu H. PURNOM

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

PIHAK KETIGA,

L.TOBII{G
Direktur Utama C,-

PT. PELNI (Persero)

. Bantal, Sprei dan Selimut

. Alat mandi
I Perlengkapan kamar dan

kamar mandi
. Sekat antar tempat tidur (perkiraan biaya dapat

ditanyakan ke Pemda Makassar sebagai referensi)
) Partisi

Jasa Pembersihan
(Housekeepingl

. SDM Housekeeping

. Alat disinfektan ruangan/ kapal

. Alat kebersihan

. Laundry Pakaian Pasien dan Nakes
4 Jasa Pengelolaan Limbah

Medis
5 Biaya Catering

1 Uang ielah personil Insentif untuk personil di luar nakes (sopir, cleaning
serube, porter, dll) sedangkan nakes (dokter
spesialis, dokter umum, perawat, bidan, dan nakes
lainnya) menjadi tanggung jawab Kemenkes/ Rumah
Sakit Pengampu

2 Uang makan personil

EiOENA
IltII

c
a

e

IN
P

26

3.

I

NO ITEM KETERANGAN
A. Peayediaaa Barang Daa Jasa Hospltality lKeberethanf Scrta Peagcloleaa

Liabah Mcdlc 83 Daa ![on Mcdls,

I

3 kali makan (nasi, 3 jenis lauk, sayur, buah), I kali
snack

Komurlkasi dan Infonnaci
Personll

B
c

AIat

IIrt


